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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dalam BAB II maka diambil kesimpulan : 

1. Untuk saat ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan  cukup memadai dalam membatas TKA yang masuk 

ke wilayah Indonesia meskipun menurut penulis tetap diperlukannya 

dibentuknya Peraturan Perundang-undangan yang baru dalam 

menghadapi MEA 2015. Dikatakan cukup memadai karena Pasal 42 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan telah mengatur bahwa TKA dapat dipekerjakan 

dalam hubungan kerja di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk 

jabatan tertentu dan waktu tertentu. Adapun korelasi pada Pasal 46 

ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa TKA 

dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau 

jabatan-jabatan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal Pasal 10 ayat (2) juga mengatur 

perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga kerja ahli 

warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sehingga 

dibentuklah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang 

Diduduki Tenaga Kerja Asing sebagai pedoman bagi perusahaan untuk 
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membatasi penggunaan TKA dan dapat memaksimalkan penggunaan 

TKI. 

       Selain membatasan jabatan bagi TKA, pembatasan lainya yakni 

pada prosedur memperoleh IMTA bagi perusahaan yang berniat  

mempekerjakan TKA. Adanya beberapa alur dalam perolehan IMTA 

seperti membentuk RPTKA, rekomendari TA-01, VITAS untuk 

peroleh KITAS, dan barulah memperoleh IMTA. Permohonan untuk 

mendapatkan perizinannya dilakukan secara elektronik (online) 

melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP BPKM yangmana secara 

prsedural mempermudah namun secara substansi semakin dipersulit 

dalam pemenuhan persyaratannya.  

2. Peraturan Perundang-undangan Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan 

Dalam Menghadapi MEA 2015 belum ditindaklajuti oleh pemerintah 

pusat baik DPR maupun Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia untuk membuat maupun merevisi Perundang-undangan 

dibidang ketenagakerjaan, sehingga untuk saat ini tetap mengikuti 

aturan ketenagakerjaan yang selama ini masih berlaku yakni Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terkait 

perolehan IMTA harus didahulukan adanya RPTKA yang didalamnya 

menyatakan harus adanya pengajuan tenaga kerja Indonesia 

pendamping bagi TKA yang akan dipekerjakan dan sebagai pengganti 

jabatan TKA bila habis waktu masa kerja. Namun tidak semata-mata 

menggantikan secara otomatis namun harus dibekali kemampuan, 
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pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya. 

Antisipasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat yakni dengan 

melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari tenaga 

kerja Indonesia baik sebagai tenaga kerja Indonesia pendamping bagi 

TKA maupun bagi para pencari kerja dalam aspek kesehatan, 

pendidikan, komunikasi, teknologi. Untuk di kota Yogyakarta, pihak 

Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta 

dalam mengatasi gejolak MEA 2015 mengantisipasi dengan 

melakukan peningkatan sarana, prasana serta memberikan  pelatihan-

pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia (warga pencari kerja) berupa: 

a)  Pelatihan MTU (Mobile Training Unit/ Khusus) 

b) Pelatihan Institusional (Umum)  

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terkait kesiapan peraturan 

perundang-undangan Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam 

menghadapi MEA 2015 maka seyogyanya: 

1. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan kepastian 

terkait informasi serta memperjelas kebijakan yang akan berlaku pada 

saat dimulainya MEA. Penulis berharap pemerintah segera 

mengeluarkan aturan baru yang membahas tentang perlindungan bagi 

tenaga kerja Indonesia, serta aturan yang memberikan batasan 

kebebasan masuknya TKA dan memperjelas tentang jabatan dapat dan 

yang tidak dapat diduduki oleh TKA. 
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2. Walikota Yogyakarta mengeluarkan suatu peraturan walikota yang 

ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah agar mengkoordinir 

kegiatan terkait dengan pembatasan TKA serta penyampaian lebih 

terfokus bagi masyarakat kota Yogyakarta. 

3. Tenaga kerja Indonesia diharapkan untuk memandang dimulainya 

MEA bukan sebagai hambatan namun sebagai peluang untuk bersaing 

secara sehat dengan TKA dengan meningkatkan mutu diri dalam 

berbagai pelatihan dan pendidikan kerja yang disediakan oleh Dinas 

Ketenagakerjaan yang ada diwilayahnya ataupun instansi pelatihan 

kerja untuk memiliki berbagai macam keterampilan. 
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